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Pembimbing, Pembimbing Utama : Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., 
Pembimbing Kedua: Dr Moh. Fadli S.H., M.Hum. 

 
Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh 

notaris. Karena pembuatan akta otentik adalah salah satu kewenangan notaris dalam 
pembuatan akta. Namun penjelasan mengenai kewenangan notaris tidak memuat 
ketentuan mengenai pembuatan akta perdamaian terkait sengketa tanah. Dalam 
kenyataannya dijumpai akta perdamaian yang dibuat notaris yaitu akta perdamaian. 
Terkait dengan sengketa hak atas tanah dalam  perkara perdata, putusan pengadilan 
seringkali tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada para 
pihak. Para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah melalui proses 
persidangan, yang pada akhirnya di putus oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dengan 
nomor perkara : 39/ Pdt.G/2016/PN. Njk. Realisasi putusan akta perdamaian yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat dijalankan 
dengan sukarela dan eksekusi. 

Namun, dalam putusan 39/Pdt. G/2016/PN. Njk dalam akta perdamaian 
penandatanganannya tidak menghadirkan beberapa pihak yang terkait dengan 
perkara tersebut. Putusan tersebut tidak dapat dijalankan, karena belum ada 
kepastian hukum bagi pihak-pihak yang tidak diikut sertakan dalam perdamaian. 
Akta perdamaian yang dijalankan bukan putusan akta perdamaian pengadilan, 
tetapi akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris X nomor 90 
di Kabupaten Nganjuk berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 3 yang 
merupakan bentuk perjanjian pada umumnya. Akta perdamaian tidak memuat 
kompensasi dan penyerahan objek sengketa kepada salah satu pihak yang berhak 
menerima, sehingga sampai saat ini sengketa masih berjalan dan objek sengketa 
tidak dapat dieksekusi 

Permasalahan pokok yang dikaji adalah :Apa hakikat dan pentingnya akta 
perdamaian pada perkara perdata di pengadilan terkait kewenangan notaris dalam 
pembuatan akta perdamaian; Bagaimana kekuatan hukum suatu akta perdamaian 
yang dibuat oleh notaris dan putusan akta perdamaian pengadilan dalam sengketa 
jual beli hak atas tanah. Tujuan Penelitian adalah Untuk memahami, dan 
menganalisis kewenangan notaris membuat akta perdamaian terhadap sengketa jual 
beli hak atas tanah terkait putusan akta perdamaian pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap. Untuk memahami menganalisis kekuatan akta perdamaian yang 
dibuat oleh notaris terhadap sengketa jual beli hak atas tanah yang terkait dengan 
putusan akta perdamaian pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini 
adalah penelitian kasus akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris terkait 
sengketa jual beli hak atas tanah terhadap putusan perdamaian pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 
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Notaris dapat menjadi masukan agar selaku pejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta akta perdamaian tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai 
dengan ketentuan UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris dan etika jabatan notaris. 

Metode Penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan adalah 
penelitian hukum normatif dengan pendekatan, perundang-undangan,Pendekatan 
konseptual, dan Pendekatan Kasus  terkait kekuatan akta perdamaian yang dibuat 
oleh notaris terhadap sengketa jual beli hak atas tanah yang terkait dengan putusan 
akta perdamaian pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer 
dan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku 
hukum, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa wawancara. 

Teori yang digunakan adalah Teori kewenangan menurut S.F Marbun dan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah 
mengenai kewenangan atribusi, mandat dan delegasi. Teori Perjanjian dari Ahmadi 
Miru dan Wirjono Prodjowikoro mengenai sahnya perjanjian dan asas-asas 
perjanjian. Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, tentang kepastian 
perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan yang 
lainnya baik dari pasal-pasal Undang-Undang  itu secara keseluruhan maupun 
kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar Undang-Undang tersebut. 

Hasil penelitian Hasil penelitian  Berdasar teori kewenangan yang diatur 
dalam Undang- Undang Kewenangan Notaris membuat akta otentik diatur dalam 
UUJN pasal 15 ayat (1),(2),(3), dan perdamaian diatur pada Pasal 1851 
KUHPerdata, merupakan kewenangan atributif  diatur oleh peraturan peraturan 
perundang-undangan, sehingga notaris memiliki kewenangan membuat akta 
perdamaian.   

Pentingnya akta perdamaian serta hakikat  akta perdamaian dari hasil 
mediasi adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antar kedua belah pihak. 
Dengan adanya kesepakatan para pihak dapat menciptakan solusi, serta perdamaian 
tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perdamaian merupakan 
bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat di capai dengan memenangkan 
kedua belah pihak (win-win solution). Berdasar pada teori perjanjian  Akta 
perdamaian yang dibuat di hadapan notaris wajib mendaftarkannya dalam 
pengadilan melalui proses gugatan. selama akta perdamaian yang dibuat dihadapan 
notaris tidak di daftarkan di pengadilan maka akta perdamaian tersebut masih dalam 
bentuk perjanjian saja yang mengikat para pihak yang membuatnya.  

Agar perjanjian perdamaian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 
KUHPerdata, yaitu tentang sahnya suatu perjanjian. Akta notaris perdamaian 
notaris adalah akta otentik yang memiliki ketiga jenis pembuktian, yaitu Kekuatan 
Pembuktian Lahiriah, Kekuatan Pembuktian Formal , Kekuatan Pembuktian 
Materil. Berdasar pada teori kepastian hukum Kekuatan hukum yang melekat pada 
putusan perdamaian diatur dalam pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (1) 
dan (2) HIR. Terdapat 3 point terkait kekuatan hukum yang melekat dalam putusan 
akta perdamaian. Terdapat 3 point terkait kekuatan hukum yang melekat dalam 
putusan akta perdamaian, yaitu sebagai berikut disamakan Kekuatannya dengan 
Putusan yang Berkekuatan Hukum tetap, mempunyai Kekuatan Eksekutorial, 
Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat Dibanding. 
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 SUMMARY 

Yanuar Rozi Firmansyah, Master of Notarial Law Program, Faculty of Law, 
Universitas Brawijaya, July 20th 2017. The Legal Power of Settlement Agreement 
Made by the Notary Towards the Dispute Purchase of the Land Rights Agreement 
Related to the Verdict of  the Settlement Agreement in the Court Who Obtained the 
Strength of the Permanent Law (The Study of the Decision of the Settlement 
Agreement of Nganjuk District Court Number 39/Pdt.G/2016/PN. Njk and the 
Settlement Agreement number 90); Supervising Commission, Supervisor Prof. Dr. 
Suhariningsih, S.H., S.U., Second Supervisor: Dr Moh. Fadli S.H., M.Hum. 
 

A settlement agreement is one of the legal law products made by Notary 
law. Since the creeation of the authentic act is one of the authorities of the notary 
in the making process. However,  the explanation of the notary authority does not 
contain provisions on the creation of the settlement agreement related to the land 
dispute. In fact, it is found that the settlement aggrement made by the notary law is 
the settlement agreement. Associated with the dispute purchase of the land rights in 
civil matters, court rulings are often unable to provide settlement satisfactory to the 
parties. The parties itself in attempt to resolve the dispute land through the trial 
proceedings, which in the end will be resolved by the Nganjuk State Court with the 
number of : 39/Pdt. G/2016/PN. Njk. Realization of the verdict certificate of 
settlement agreement which has acquired permanent legal law (inkracht van 
gewijsde) is able to run voluntarily and execution. 

However, in a ruling of 39/Pdt. G/2016/PN. Njk in the settlement agreement 
did not bring some parties that related to the issue. The verdict cannot be performed 
because there is no certain legal law for the parties which is not included in the 
settlement agreement. The prensent settlement agreement is not coming from the 
settlement agreement court but it is an act made by the parties in front of the X 
noutary law number 90 in Nganjuk Regency based in MT Haryono street no 3. 
which is a form of general covenant. A settlement agreement does not comply with 
the dispensation and submission of the dispute object to the entitled party with the 
result that the dispute is still running and the object of the dispute can not be 
excecuted unil the present day. 

 The writer discusses about the main issues as follows: what is the essence 
and importance of the settelement agreement letter on civil litigation in the courts 
related to the notary law authority in the process of the settlement agreement 
process; How is the settlement agreement law made by the notary law and the court 
decision maker in the dispute purchase of the land rights. The purpose of the 
research is to understand and analyze the authority of the notary law in making the 
settlement agreement towards the dispute purchase of the land rights related to the 
rulling of the settlement agreement that has a legal power. In order to understand 
the power of the settlement agreement made by the notary towards the dispute 
purchase of the land rights associated with the rulling of the settlement agreement. 
This research is a study of the settlement agreement made by the notary law related 
to the dispute purchase of the land rights towards the rulling of the court that has 
been gottne the legal law. This research is expected to be very useful for notary and 
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it is able to be an input as the public official authorized to make the settlement 
agreements, able to perform his duties and obligations in accordance with the 
provisions of the law number 30, 2014 concerning to the regulation of the notary 
law and its ethics. 

The writer uses normative method by using legislation approach, conceptual 
approach, and case approach related to the settlement agreement made by the notary 
law related to the dispute purchase of the land right related to the settlement 
agreement that has a legal power. The writer uses primary and secondary law 
modules collected from the legislative regulations, law books, court rulling as well 
as the secondary legal materials in the form of an interview. 

The writer uses the theory of authority according to s. F Marbun and 
legislative Law Number 32, 2014 about Government Administration authorities 
regarding to the attribution, the mandate as well as the delegation. The theory of the 
appointment of Ahmadi Miru and Wirjono Prodjowikoro about legitimately treaties 
and treaty principles. The theory of legal certainty of Gustav Radbruch regarding 
to the certainty of the legal norms formulation and principles does not contradict 
one another from either the articles of legislation that related to the other articles 
outside the legislative regulation. 

The result of the research based on the theory of authority that has been set 
in the authority regulation of the notary law sets in UUJN of artice 15 paragraph 
(1), (2), (3), and the settlement agreement arranged in article of 1851 KUHPerdata 
is sentenced as an attributive authority governed by the rules and regulations in 
order to make the notary has an authority to make the  settlement agreement. The 
importance of the settlement agreement as well as its fact from the result of 
mediation is the agreement to end the dispute between both sides. However, along 
with the agreement may create the solutions that come from two parties and unable 
to determine who will be the winner and/or the looser. The settlement agreement is 
a form of an alternative dispute resolution tat can be achieved by win-win solution. 
According to the theory of the legal contract, the settlement agreement made by the 
notary lalw is obligated to register in the courts through the lawsuit process. As long 
as it is not registered to the legal court, the settlement agreement is still in the form 
of the agreement that binds both parties. 

The settlement agreement has to meet the provisions of the article of 1320 
KUHPerdata, which is tell about the legitimately of the agreement. The settlement 
agreement is the authentic agreement that has three kinds of proof, as follows the 
Outwardly Formal Proof power, the formal evidentiary power. According to the 
theory of legal certainty power, the inherent power in the verdict of the settlement 
agreement sets in article 1858 KUHPerdata and article 130 subsection (1) and (2) 
HIR. There are 3 points related to the inherent legal power in the ruling of this 
settlement agreement. There are 3 points related to the inherent legal power in the 
ruling of the settlement of agreement compared to its strength with the verdict that 
has fixed Law, has the power of executorial, the verdict of the settlement agreement 
which is unable to be compared. 
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